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Mengingat 

BUPATI PROBOLINGGO 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR : !~ TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

KABUPATEN PROBOLINGGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PROBOLINGGO, 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan 

Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan 

Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah scbagaimaria telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tenta..-rig Usaha 

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah 

diuba..1-i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 92 

Tahun 2010; 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahu.'1. 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah tera..l<llir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 

Tahun 2015; 

11. Peratura.11 Perr1.erintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

13. Peraturan Pemerinta.h Nomor 79 Tahun 2005 tenta.."iig 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemeri ..... ritahan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaa..11. Uang Negara/Daerah ~ 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa; 

l 7. Peraturan Pemerinta.h Nomor 60 Tahun 20 i 4 ten tang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan. Keu a ngan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Norn.or 21 Tahun 2011 ; 

19 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 



Menetapkan 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Kcuangan Desa; 

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa ; 

22. Peratura..'1. Daerah Kabupaten ProbolinggoNornor 08 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daera.11. (RPJPD) KabupatenProbolinggoTa hun 2005-2025 ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 

Ta..11.un 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

24. Peraturan Daera.11. Kabupaten Probolinggo Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Transparansi dan Pa rtisipasi 

dalamPerencanaa..'1. Pembangunan; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 

Tab.un. 201 3 ten tang Renca..11.a Pemba.11.gunan J a.n.gka 

Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo 

Tai½.u n 2013-2018. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN 

BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN PROBOLINGGO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah, adala..11. Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo. 

4. Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang benven ang untuk m engatur dan m engurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak t radisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . 

. - ·--·----



5. Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintah Desa seiaku Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keua..r1gan Desa. 

6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

7 . Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa atau yar1g d.isebut dengan narna. lain 

dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk Desa berdasarkan keterwa....lcilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

9. Musyawarah Desa , adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan 

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis. 

10. Peraturan Desa, adala..11. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

11. Pembangunan Desa, adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk se besar-besarnya kesej ah teraan masyarakat Desa. 

12. Keuangan Desa, adalah semua hak dan ke·w·ajiba..'tl Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

14. Aset Desa, adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperolch atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa, adala h upaya mengembangkan kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

ketra..1npilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 

daya m elalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah clan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

16. Pengadaan Barang/ Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh 

Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun. melalui 

penyedia barang/ jasa. 

17. Tim Pengelola. Kegiatan yang selanjut.."lya disingkat TPK, adalah thn yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur 

Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk 

me1aksanakan Pengadaan tlarang/ .Jasa. 
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i8. Penyedia Barangi Jasa, adalah badan usaha atau orang perseoranga n yang 

menyediakan barang/ pekerjaan konstru.ksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya. 

19. Swakelola, adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa dimana pekerjaannya 

direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh TPK. 

20. Barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergera..1<., yar1g dapat diperdagai'lgkan, dipakai, dipergunakan 

atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

21 . Pekerjaa11 Konstruksi, adala...1-i seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

22. Jasa Konsultansi, adala..li. jasa layana..11. profesiona.l yang membutuhkan keaJ11ian 

tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutarnakan adanya olah 

pikir {brainware}. 

23. Jasa Lainnya, adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 

telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

segala pekerjaan clan/ atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. 

24. Sertifi.kat Ketrampilar1 yang selanjutnya disingkat SKT, adalah bukti pengakuan 

atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang 

perseorangan bidang Jasa Konstruksi menurut keilmuan dan/ atau ketrampilan 

tertentu. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Ja.sa, meliputi: 

a . Mak.sud dan Tujuan ; 

b. Jenis, Prinsip, dan Etika Pengadaan Bara.ng/ Jasa ; 

c . Organisasi Pengadaan Barang/Jasa; 

d. Pelaksa...,_aan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola da..11. Penyedia; 

e. Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa ; 

f. Sumber Dana; 

g. Pengawasan dan Pelaporan. 



BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal3 

Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. dimaksudka..-ri untuk memberika.11 

pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelak:sanaan Pengadaan Barang/ Jasa di 

Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa. 

Pasal 4 

Pedoman Pengadaan Bara..rig/Jasa di Desa bertujuan a.gar Pengadaan Ba.rang/Jasa 

di Desa dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 

BAB IV 

JEN!S, PRINSIP, DAN ETI¥.A PENGAD.4.AN 

Bagian Kesatu 

Jenis Pengadaan 

Pasal 5 

Jenis-Jenis Pengadaan Bara ng/ J asa di Desa, meliputi : 

a. Barang; 

b. Pekerjaan konstr..iksi ; 

c . Jasa konsultansi ; dan 

d. Jasa lainnya . 

Bagian Kedua 

Prinsip Pengadaa n 

Pasal 6 

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagai berikut: 

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan 

sasaran dalam. waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah 

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimat 

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai denga n kebutuhan dan 

sasaran yang telah ditetapkan serta memberikar1 manfaat yang 

sebesar-besarnya ; 
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c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan 

Barang/ Jasa bersifat jelas clan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dw.-i 

penyedia barang/ jasa yang berminat ; 

d. Pemberdayaan ma.syarak.at, berarti Pengadaan Ba rang/ Jasa harus dijadikan 

sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola 

pembangunan desa...r1ya; 

e. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh 

masyarakat dalam pelaksfu.'1.aan kegiatan pembangunan di desa ; dan 

f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan Pengadaan Bara.rig/ Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Ketiga 

Etika Pengadaan 

Pasal 7 

Etika yang harus dipatuhi oleh Para pihak terkait dalam pelaksa..riaan Pengadaan 

Barang/ Jasa, sebagaiberikut : 

a. Bertanggung jaw-ab; 

b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan 

c . Patuh terhadap ketentuan peraturan perunda...11g-undangan. 

BABV 

ORGANISASI PENGADAAN BAR.ANG/ JASA 

Pasal 8 

Orga..11isasi Pengadaan Barang/ J asa d i Desa terdiri dari : 

a. Kepaia Desa ; 

b. TPK; 

c. Penyedia Barang/ Jasa. 

Pasal 9 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, memiliki tugas dan 

kewenangan, sebagai berikut: 

a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 

b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan sekurang-kurangnya 

pada papan pengumuman desa ; 

c. Menetapkan TPK ; 

d. Menetapka..11. Tim TekI1is Pengadaan ; 
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e. Mengawasi pelaksanaan anggaran ; 

L Menyampaikan laporan keuar1.gar1 sesuai denga..11. ketentuan peraturan 

perundang-undangan ; 

g. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan 

ha.rang/ jasa. 

Pasal 10 

TPK sebagaimana dima..1<:sud dalam Pasal 8 huruf b, memililrJ tugas clan 

kewenangan, sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana pengadaa.n barang/ jasa ; 

b. Melakukan pemilihan terhadap penyedia barang/ jasa ; 

c. Menetapk~n penyedia barang/jasa; 

d. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan 

pelaksanaa..'1 pengadaan barang/ Jasa ; 

e. Melaporkan proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala Desa; 

f. Memberikan. pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/ jasa 

kepada kepala desa ; 

g. Menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa ; 

h. Membuat rencana anggaran biaya; 

1. Menyetujui bukti pembelian, menandatangani kuitansi dan mendatangi Surat 

Perjanjian ; 

J. Melaksanaka..'1 kontrak dengan penyedia barang/jasa; 

k. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ; 

1. Melaporkan pelaksanaan/penyelesa.ian Pengadaa.n Bara...,.g/Ja.sa setiap 1 (satu) 

bulan kepada Kepala Desa ; 

m . Mengusulkan pembentukan tim telz-...11.is pengadaan kepada Kepala Desa. 

n . Menyerahan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa. 

Pasal 11 

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berjumlah ga....-,,jil b e ranggotakan 

paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas 

pekerjaan. 
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Pasal 12 

St..-ruktur TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari : 

a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota; 

b. 1 {satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota ; 

c. anggota sesuai kebutuhan. 

Pasal 13 

Ketua TPK sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus rnemenuhi 

persyaratan : 

a. Memilild integritas, disiplin tinggi dan tanggung jawab dala..rn melaksanakan 

tugas; 

b . Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dar1 memiliki keteladanan dala_m 

sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; 

c. Berpendid.L1<.a:.~ paling rendah SLTA a tau sederajat dengan bidar1g keahlian yang 

sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan ; 

d. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanaka..>1. setiap 

tugas / pekerjaannya ; 

e. Menandatan.gani pa.kta integritas. 

Pasal 14 

Ketua TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilarang mengadakan 

ikatan perjanjian dengan penyedia barang/ jasa apabila belum tersedia anggaran 

a.tau tidak cukup tersedia. anggaran ya_.-r1g dapat mengakibat..1<.an dilampauinya batas 

anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBDesa. 

Pasal 15 

Sekretaris clan Anggota TPK sebagaima...11.a dimaksud dalam Pasal 12 huruf b clan 

huruf c harus memenuhi persyaratan : 

a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam mela.ksan.akan tugas ; 

b. Mernahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

c. Memahami metode dan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa ; 

d. Menandatangani pakta integritas. 
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Pasal 16 

TPK menyusun rencan.a pelaksanaan pengadaan meliputi : 

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat at.au 

harga pasa.r terdekat dari desa tersebut, setinggi-tingginya sama dengan indeks 

standar harga barang/ jasa yang ditetapkan oleh Bupati ; 

b. Druam penyusunan RA.B dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos 

pengambilan atas barang/ jasa yang akan diadakan ; 

c. Menyu.sun spesifikasi teknis barang/jasa, contoh penyusunan spesifikasi teknis 

adalah: 

1. Kapasitas mesin {cc} dar1 transmisi (automatic atau max1ual) untuk 

kendaraan roda 2 (dua) 

2. Kapasitas memori dan keeapatan prosesor (RAM) komputer; 

3. Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet; 

4. Dimensi, jenis dan kualitas material untuk pembangunan gedung. 

BAB VI 

TIM ASISTENSI DESA 

Pasal 17 

(1) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Bupati membentuk Tim Asistensi 

Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, terdiri dari: 

a . Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Probolinggo; 

b. Satuan Kerja Perangkat DaeraJ1 terkait. 

(3) Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. peningkatan Sumber daya manusia; 

b. pelaksanaan pendampingan Pengadaan Barang/ Jasa ; 

c . pemberian rekomendasi pengadaan barang/ jasa yang bersifat swa..1<elola atau 

penyedia barang/ jasa. 

BAB VII 

PELAKSANAAN PEN GAD MN BARANG / JASA DI DESA 

BagianKesatu 

Umum 

Pasal 18 

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilakukan melalui: 

a. Sv,,akelola; dan 

b. Penyedia Barang/Jasa. 
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(2) Pelaksanaan Pengadaan BarangiJasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mengutamakan kualitas dan kuantitas pekerjaan. 

(3) Kualitas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur melalui 

uji laboratorium. 

Bagian Kedua 

Swakelola 

Pasal 19 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara swakelola sebagaiman.a dimaksud dalam 

Pasal 18 huruf a, pada prinsipnya memaksimalkan penggunaan material bahan 

dari wilayah setempat, dilaksanaka.11. secara gotong royong dengan. me1ibatkan 

partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja, dan 

pemberdayaan masyarakat setempat 

Pasal 20 

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a . Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan 

Ba.rang/ J asa melalui swakelola ; 

b. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk 

mendukung kegiatan swa.kelola yang tidak dapat disediakan dengru1 eara 

swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK; 

c . KJ1usus untuk pekerjaan konstruksi : 

1. Ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari 

anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis 

kegiatan/pekerjaan; 

2. Kriteria anggota TPK sebagaima.>1a dimaksud pada angka 1 memiliki 

pengalaman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat atau memiliki 

sekura..>1g-kura.11.gnya Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Lembaga yang 

berwenang, dengan ketentuan akan diberlakukan 2 (dua) tahun yang akan 

datang sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini ; 

3 . Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis yang terkait 

dan/atau 

4. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/ atau mandor) . 
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Pasal 21 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagairr1a...ria dimaksud dalam Pasal 20; yang 

tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan 

dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa y~rig dianggap mampu dengan 

memberdayakan potensi setempat. 

Bagian Ketiga 

Penyedia Ba.rang/ Jasa 

Pasal 22 

( 1) Pengadaan Barai.'1.g/ J asa. melalui penyedia barang/ jasa dimaksudkan un tuk 

memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan 

swakelola maupun mernenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa. 

(2) Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola 

sebagaimana. dimaksud pa.da ayat (1) meliputi: 

a. Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa; 

b. Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa; 

c. Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan 

posyandu. 

(3) Kebutuhan Barang/Jasa secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Pembelian komputer, printer dan kertas; 

b. Langganan internet; 

c. Pembelian meja, kursi dan alat kantor. 

Pasal 23 

Penyedia Barang/Jasa yang dianggap ma.mpu dalam pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat dan izin usaha, kecuali 

untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. 

Pasal 24 

(1} Untuk pekerjaan konstruksi ba.ik yai..,_g dilaksanakan dengan cara swakelola 

maupun melalui penyedia barang/ jasa agar disertai dengan RAB dan gambar 

rencana kerja. 

(2) Penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
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BAB VIII 

TATA CARA PENGADP.._A.N BARANG/JASA 

Pasal 25 

{l) Penga.daan barang/jasa dengan nilai sampai dengar1 Rp. 10.000.000,

(sepuluhjuta rupiah) dilaksanakan dengan cara: 

a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa; 

b. Pembelian sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan tanpa permintaan 

penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia 

barang/jasa; 

c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/ jasa 

untuk memperoleh harga yang lebih murah ; 

d. Penyedia barang/jasa m emberikan bukti transaksi berupa nota, faktur 

pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK ; 

(2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan 

dengan cara : 

a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa; 

b. Pembelian sebagai.-inana dimaksud pada huruf a dilakuka..'1. oleh TPK dengan 

cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan 

dilampiri daftar barang/ jasa (rincian. barang/ jasa atau rua..11g lingkup 

pekerjaan, volume dan satuan} ; 

c. Penyedia barang/ jasa menya.1npaikan penawaraI1 tertulis yang berisi daftar 

barang/ jasa (rincian barang/ jasa a tau lingkup pekerjaan, volume 

dan satuan} ; 

d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa 

ur1tuk memperoleh harga yang lebih murah ; 

e. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur, atau 

kuitansi untuk da.11 atas nfu-na TPK. 

(3) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiaJ1) dilaksa..ttakan dengan cara : 

a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) 

penyedia barang/ jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar bara.'1.g/ jasa 

(rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan 

spesifikasi teknis barang/ jasa ; 
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b. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar 

bara.11.g/ jasa {rincian barang/ jasa atau ruar1g lingk.up pekerjaan, volume da.n. 

satuan) dan harga; 

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa. terhadap kedua 

penyedia barang/ jasa yang memasukkan penawaran ; 

d. Apabila spesifikasi teknis bara._""lg/ jasa ya.t}g ditawarkan : 

1. Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/ jasa, rnaka dilanjutkan dengan 

proses negosiasi (tawar mena .. var} secara bersamaan; 

2. Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/ jasa, rnaka TPK tetap 

melanjut..¼:a.11. dengan proses negosiasi {tawar menawar) kepada penyedia 

barangjjasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; 

3 . Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia baran.g/jasa, maka TPK membata!ka.."l 

proses pengadaan. 

e. Apabila spesifikasi teknis tidak dipenuhi sebagaimana dima..~sud pada 

huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a ; 

f. Negosiasi (tawar-menawar} sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan 

huruf d a11gka 2 untuk memperoleh harga yang lebih mura..11; 

g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan 

Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya: 

1. Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian ; 

2. Para pihak; 

3. Ruang lingkup pekerjaa n; 

4. Nilai pekerjaan ; 

5. Hak dan kewajiban para pihak ; 

6. Ja.r1gka waktu pelaksanaan pekerjaan; 

7. Ketentuan keadaan kahar; dan 

8. Sanksi. 

Pasal 26 

Apabila diperlukan, TPK dapat memerintai.11.kan secara tertulis kepada penyedia 

barang/jasa untuk me1akukan perubahan ruang iingkup pekerjaan yang mcliputi : 

a . Menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 

b . Iviengurang1 3enis pekerjaan ; 

c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesua1 dengan kebutuhan lapangan 

dan/atau 

d. Melaksanakan pekerjaan tambah. 
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Pasal27 

Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 

penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK. 

Pasal 28 

TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia bara...rig/ jasa untuk 

m emperoleh harga yang lebih murah. 

Pasal 29 

Perubahan tambah/kurang tidak rnelebihi 10% (sepuluh perseratus} dari harga 

yang tercantum dalam perjanjian awal dan tersedia anggaran untuk pekerjaan 

tambah. 

Pasal 30 

Perubahan tambah/kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan 

adendum surat perjanjia n yang memuat perubahan ruang iingkup dan totai niiai 

pekerjaan yang disepakati. 

BAB IX 

PEMBAYARAN 

Pasal 3 1 

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara swakelola dan/ atau 

melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketenluan sebagai berikut : 

a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti 

b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a hams mendapat pengesahan oleh 

bukti dimaksud. 

Pasal 32 

Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia b arang/ jasa, 

seteiah pekerjaan dinyatakan seiesai 100% (seratus perseratus) oleh 'f PK, diiakukan 

serah terima tahap pertama dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Tahap 

t'ertama dan penyedia barang/ jasa berhak mendapatkan pem bayaran 

sebesar 95 % (sembilan puluh lirna perseratus) dari nilai kontrak, adapun sisanya 

a. Untuk pekerjaan dengan konstruksi semi permanen dilakukan pemeliharaan 

selama 3 {tiga} bulan; 

b. Untuk pekerjaan dengan konstruksi permanen dilakukan pemeliharaan 
s t=>l::\mA h (t=>n ;:im) h11};:in _ 
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Pasai 33 

Setelah jangka waktu pemeliharaan selesai dilaksanakan serah terima akhir yang 

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tahap Kedua antara TPK dan 

Penyedia Barang/ jasa dengan kondisi hasil pekerjaan yang smna pada saat serah 

terima tahap pertama, dan penyedia barang/ jasa berhak atas pembayaran 

sejumlah 5% (lima perseratus). 

BABX 

PENGAWASAN, PELAPORA.N DAN SERAH TERIMA 

Bagian Kesatu 

Pengawasan 

Pasa134 

Pengawasan atas pelaksan.aa..Tl Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan oleh Camat 

dan masyarakat setempat 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 35 

(1) Kemajuan pelaksanaan pengadaa...11 barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada 

Kepala Desa. 

(2) Dalam hal pelaksan.aan pengadaa..11. barang/jasa selesai 100 % (seratus 

perseratus), Kepala Desa melaporkan kepada Camat. 

Bagian Ketiga 

Serah Terima 

Pasal 36 

Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% {seratus perseratus) 

TPK menyerahkan basil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala Desa dengan 

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaa..11.. 
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BAB XI 

SUMBERDANA 

Pasal 37 

(1) Pela..°l{sanaa..11. Pengadaan Bara..11g/Jasa dibiayai dari APBDesa. 

(2) Biaya APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : 

a. Da..11.a Desa ; 

b. Alokasi Dana Desa ; 

c. Bagian dasi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

<la:.~/ a tau Kabupaten. 

(3) Dalam hal bantuan yang sumber dananya selain sebagaimana dimaksud pada 

ayat {2), maka pela..1<.sanaan pengadaa..11. barang/jasa men&,01.1nakan pedoman 

dan pemberi bantuan. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Peraturan ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan m1 dengan menempat..1<.annya dala.In Berita Daerai.11 Kabupaten 

Probolinggo. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal S 

Probolinggo 

7.J1~u "lftt ~O\f 

BUPATI PROBOLINGGO 

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabu,paten Probolinggo Tahun 

tanggal ... ........ ~ .... JQnu.a.r.'c .. .. .t.-.0..1.>.--_ ...... Nomor ..... tB. ...... Sej\ G1 • 

1 \ 
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l 
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